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  BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain 

dalam menjalankan kehidupannya. Sesuai kodratnya manusia tidak dapat 

hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Sejak lahir ke 

dunia manusia sudah mendapatkan suatu interaksi untuk memperoleh 

kebutuhan makanan dan minuman dari sang Ibu. Seiring berjalannya 

waktu, pada usia bayi interaksi tersebut semakin terlihat dan dibangun 

terutama dengan kedua orang tua menjadi sebuah hubungan keluarga. 

Setiap individu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat membentuk 

sebuah kelompok-kelompok, antara individu yang satu dengan yang 

lainnya berkumpul untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dan tujuan 

hidup. 

Perkawinan merupakan salah satu contoh atau bentuk kecil 

perwujudan dari kebutuhan manusia sebagai mahluk sosial. Manusia untuk 

melanjutkan keturunannya terlebih dahulu dengan cara menempuh suatu 

ikatan perkawinan.1 Dari perkawinan akan membentuk sebuah keluarga 

yang pada umumnya tinggal pada satu atap yang sama membangun sebuah 

hubungan. Keluarga kecil terdiri dari Bapak sebagai kepala keluarga, Ibu 

                                                             
1 Gina Gantika Amelia Asmara, Tinjauan Yuridis Perkawinan Sedarah Antara Bibi Dan 

Keponakan Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan 

Kompilasi Hukum Islam (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, 2016), hlm. 

10. 
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dan anak-anaknya. Seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam 

membina rumah tangga didahului dengan suatu ikatan perkawinan. 

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan bahagia dan 

kekal2 baik lahir maupun batin dan diresmikan dengan upacara 

pernikahan. Dengan menjalani kehidupan bersama dan memperoleh 

keturunan dalam suatu perikatan perkawinan menjadi sendi utama dalam 

pembentukan bangsa dan negara.3  

Sejak zaman dahulu sampai saat ini, perkawinan merupakan 

kebutuhan hidup umat manusia dan merupakan masalah yang aktual untuk 

diperbincangkan baik didalam maupun di luar hukum.4 Dari ikatan 

perkawinan akan menimbulkan suatu hubungan hukum bagi suami dan 

istri begitu juga pada anak-anak mereka, kemudian mengenai harta 

kekayaan yang diperoleh didalamnya akan terbentuk hubungan hukum 

pula.5  

Indonesia telah mengatur mengenai perkawinan dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan (“UU No. 1 Tahun 1974”) yang mulai berlaku pada 

tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 19756 

                                                             
2 MR Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, cet. 3 (Jakarta: 

Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm. 2. 
3 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, 

Hukum Islam, dan Hukum Adat, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3. 
4 MR Martiman Prodjohamidjojo, op.cit., hlm. 1. 
5 Ibid. 
6 Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga, 

cet. 1 (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015), hlm. 53. 
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dan ketentuan pelaksanaanya yaitu Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“PP No. 9 Tahun 1975”). 

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 terdapat pengertian perkawinan 

yaitu: 

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau 

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.” 

Pada Penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan 

Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila7, pada Sila pertama 

yaitu ke Tuhanan Yang Maha Esa, jika dikaitkan dengan perkawinan 

mempunyai hubungan kuat dengan agama atau kerohanian, oleh karena itu 

perkawinan bukan hanya mengandung unsur lahiriah (jasmani), tetapi 

unsur batiniah (rohani). Memperoleh keturunan merupakan tujuan dari 

suatu ikatan perkawinan, dengan lahirnya anak-anak merupakan tanggung 

jawab kedua orang tua untuk mendidik, menjaga dan merawatnya hingga 

anak-anak tersebut dapat menjadi pribadi yang baik dalam bermasyarakat 

dan bernegara. Hukum perdata Indonesia menganut sistem hukum dari 

Belanda yaitu Burgerlijk Wetboek (“BW”) atau biasa dikenal dengan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang terbagi 

dalam empat bagian yaitu Buku Kesatu tentang Orang, Buku Kedua 

tentang Benda, Buku Ketiga tentang Perikatan, dan Buku Keempat tentang 

                                                             
7 Pancasila berasal dari bahasa sanskerta yaitu panca yang berarti lima dan sila yang 

berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan ideologi negara di Indonesia yang digunakan 

sebagai pegangan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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Pembuktian dan Daluwarsa. Perkawinan dalam KUH Perdata termasuk 

dalam Buku Kesatu tentang orang, tetapi jika mencari definisi/pengertian 

perkawinan, KUH Perdata tidak memberikan definisi tersebut, KUH 

Perdata hanya memberi batasan yang terdapat dalam Pasal 26 yang 

berbunyi: 

“Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam 

hubungan-hubungan perdata.” 

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUH Perdata memandang sebuah 

perkawinan semata-mata perjanjian perdata saja, dan tidak ada kaitannya 

dengan agama yang dianut para pihak (calon mempelai), sesuai dengan 

Pasal 81 KUH Perdata yang pada intinya menyebutkan bahwa tidak ada 

suatu upacara keagamaan dapat dilaksanakan, sebelum kedua belah pihak 

membuktikan kepada pejabat negara, bahwa telah dilaksanakan 

perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil.8 Oleh karena itu dahulu 

apabila ingin melangsungkan perkawinan cukup dilakukan di hadapan 

pegawai catatan sipil.9 Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 2 UU No. 1 

Tahun 1974 tidak hanya memandang perkawinan sebagai hubungan 

keperdataan saja, tetapi merupakan suatu hubungan keagamaan serta 

dinyatakan dengan tegas bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya. 

Masyrakat Indonesia memiliki keberagaman bentuk baik suku, ras, 

etnis, bahasa, budaya dan agama. Pemerintah Indonesia mengakui terdapat 

                                                             
8 Djaja S. Meliala, op.cit., hlm. 52. 
9 Ibid. 
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6 (enam) agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha 

dan Kong Hu Cu.10 Tidak menutup kemungkinan karena terjadi interaksi 

dalam kehidupan sosial yang tumbuh diantara masyarakat yang beragam, 

dapat terjadi sebuah hubungan yang berakhir pada ikatan perkawinan.  

Tersebarnya masyarakat Indonesia yang sangat luas dengan berbagai 

jenis keragaman tersebut dapat terjadi interaksi antara suku, ras, etnis, 

bahasa, budaya dan agama yang berbeda satu dengan yang lainnya. 

Didukung juga dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat, 

masyarakat tidak dapat dibatasi untuk menjalin interaksi/hubungan dan 

bersosialisasi dengan siapa saja untuk menjalin komunikasi, baik antar 

kota bahkan negara sekalipun dapat dilakukan dengan sangat mudah. 

Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi diatas, merupakan alasan 

mengapa dapat terjadinya sebuah perkawinan campuran, baik perkawinan 

campuran antar suku, ras, etnis, budaya dan perkawinan campuran antar 

agama. Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan 

campuran telah diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling 

op de Gemengde Huwelijken) (“GHR”) Stb. 1898 Nomor 158:11 

a. Pasal 1 GHR: Perkawinan campuran adalah perkawinan antara 

orang-orang yang di Indonesia tetapi tunduk pada hukum-

hukum yang berbeda. 

                                                             
10 Aris Kurniawan, Agama Di Indonesia Yang Diakui Oleh Pemerintah Dan 

Hubungannya, https://www.gurupendidikan.co.id/agama-di-indonesia-yang-diakui-oleh-

pemerintah/, diakses 21 September 2019. 
11 Djaja S. Meliala, op.cit., hlm. 98. 

https://www.gurupendidikan.co.id/agama-di-indonesia-yang-diakui-oleh-pemerintah/
https://www.gurupendidikan.co.id/agama-di-indonesia-yang-diakui-oleh-pemerintah/
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b. Pasal 2 GHR: seorang perempuan (istri) yang melakukan 

perkawinan campuran, selama pernikahan belum putus maka 

istri tunduk kepada hukum yang berlaku untuk suaminya baik 

hukum publik maupun hukum sipil. 

c. Pasal 6 ayat (1) GHR: Perkawinan campuran dilaksanakan 

menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali 

mendapatkan izin dari kedua belah pihak calon mempelai. 

d. Pasal 7 ayat (2) GHR: Perbedaan agama, bangsa, atau asal-

usul sama sekali bukan menjadi penghalang untuk 

melaksanakan perkawinan. 

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, mengenai perkawinan 

beda agama, termasuk kedalam salah satu pasal dalam perkawinan 

campuran yaitu pada Pasal 7 ayat (2) GHR yang menyebutkan bahwa 

perbedaan agama adalah bukan penghalang untuk melangsungkan 

perkawinan. Kemudian setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, 

pengertian perkawinan campuran diadopsi dalam Pasal 57, UU No. 1 

Tahun 1974 memberi batasan mengenai pengertian perkawinan campuran, 

yaitu perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan 

antara dua orang yang berada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang 

berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak 

berkewarganegaraan Indonesia.12 Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) UU No. 1 

Tahun 1974 secara nyata ditegaskan bahwa perkawinan campuran yang 

                                                             
12 Ibid. 
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dilaksanakan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan 

ini.13 Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu.” 

Pasal 57 dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disatu pihak jika 

dibandingkan dengan Peraturan Perkawinan Campuran Stb. 1898 Nomor 

158 pada pihak lain akan menimbulkan beberapa persoalan, salah satunya 

bagaimana dengan perkawinan campuran antar agama.14 Membaca 

ketentuan dalam Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 dapat ditarik kesimpulan 

bahwa perkawinan beda agama tidak termasuk kedalam perkawinan 

campuran sehingga bagi mereka yang berpegang pada Pasal 2 ayat (1) UU 

No. 1 Tahun 1974 berpendapat bahwa Peraturan Perkawinan Campuran 

Stb. 1898 Nomor 158 tidak dapat diterapkan terhadap persoalan 

perkawinan beda agama, tetapi dalam pandangan Mahkamah Agung 

berpendirian bahwa dalam terjadinya perkawinan beda agama Peraturan 

Perkawinan Campuran Stb. 1898 Nomor 158 masih tetap berlaku.15  

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya 

masing-masing, tetapi kenyataan tidak dapat dipungkiri, terdapat calon 

pasangan suami istri dengan agama berbeda yang ingin melaksanakan 

perkawinan di Indonesia. Dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 ini 

sebetulnya dapat menimbulkan beberapa tafsiran yang berbeda mengenai 

                                                             
13 Ibid. 
14 Ibid, hlm 99. 
15 Ibid. 
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makna kata dari “menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya” sehingga pada dasarnya ketentuan tersebut telah 

membuka peluang perkawinan disetujui oleh agama-agama yang diakui di 

Indonesia, tetapi pada kenyataan yang ada, belum ada agama yang 

menyatakan setuju dengan perkawinan yang dilakukan calon pasangan 

suami istri yang memiliki perbedaan dalam agama.16 Perkawinan antar 

agama yang berbeda menjadi persoalan apakah perkawinan tersebut sah 

atau tidak di Indonesia. 

Tetapi perkawinan beda agama kerap terjadi di Indonesia. Contoh 

kasus yang terjadi adalah pasangan Jamal Mirdad dengan Lydia Kandou, 

Deddy Corbuzier dengan Kalina Oktarani, Marcell Siahaan dengan Rima 

Melati Adams, dan masih banyak lagi baik dari kalangan artis maupun 

yang bukan, pasangan tersebut menikah dan bertahan pada agamanya 

masing-masing tanpa memasuki agama pasangannya.17 Salah satu cara 

yang ditempuh adalah dengan menikah diluar Negeri dan kemudian 

kembali lagi ke Indonesia untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di 

Kantor Catatan Sipil (“KCS”).18  

Terdapatnya perkawinan beda agama di Indonesia kerap terjadi akibat 

interaksi sosial antara seluruh masyarakat yang tidak dapat dihindarkan 

lagi. Tetapi perkawinan beda agama kemudian akan menimbulkan 

                                                             
16 Moh. Taufiqur Rohman, Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Antar-Agama Di 

Indonesia, Jurnal Al-Ahwal Volume 4 No. 1 (2011). hlm. 72. 
17 Siti Fina Rosiana Nur, Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang 

Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan 

(Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2012), hlm. 10. 
18 Ibid. 
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beberapa masalah baru, seperti apabila pasangan telah memiliki keturunan, 

agama apa yang harus diterapkan kepada anak, anak-anak dikemudian hari 

pasti sulit untuk menentukan keyakinan agama apa yang harus diikutinya. 

Apabila pasangan perkawinan beda agama bercerai, bagaimana mengenai 

ketentuan pengadilan. Kemudian apabila salah satu pasangan telah 

meninggal dunia, bagaimana soal pewarisan. Kembali lagi kepada hak 

dasar setiap manusia, perkawinan merupakan hak dari setiap orang dan 

merupakan pemenuhan kebutuhan, sehingga bagaimana untuk calon 

pasangan suami istri yang memiliki perbedaan dalam agama dan 

kepercayaanya masing-masing untuk dapat melaksanakan perkawinan di 

Indonesia. 

Oleh sebab itu, sehubungan dengan uraian permasalahan diatas 

terhadap perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia, maka penulis 

tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi ini dengan mempelajari 

kasus perkawinan beda agama sebagai berikut: 

1. Penetapan dengan nomor perkara: 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel 

sebagai contoh kasus yang ditemukan di Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan. Hakim mengabulkan penetapan atas 

permohonan izin perkawinan beda agama yang diajukan Para 

Pemohon yaitu Edhu Mario Purwadiadji dan Diana Stevani. 

2. Penetapan dengan nomor perkara: 71/Pdt.P/2017/PN Bla 

sebagai contoh kasus yang ditemukan di Pengadilan Negeri 

Blora Provinsi Jawa Tengah. Permohonan penetapan atas 
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permohonan izin perkawinan beda agama diajukan oleh 

Pemohon Neneng Oktora Budi Asri dan Yafet Arianto tetapi 

dalam hal ini hakim menolak permohonan Para Pemohon.  

Hakim memiliki pertimbangan hukum dalam mengabulkan atau 

menolak permohonan yang diajukan di Pengadilan tentang perkawinan 

beda agama. Penulis ingin melakukan pengkajian atau penelitian lebih 

lanjut terkait permasalahan diatas dengan judul “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Perkawinan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan 

Nomor: 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel dan Penetapan Nomor: 

71/Pdt.P/2017/PN Bla)”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan diatas, maka 

pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah langkah hukum yang dapat ditempuh bagi calon 

pasangan suami istri yang memiliki perbedaan agama agar dapat 

melangsungkan perkawinan di Indonesia? (Penetapan dengan 

nomor perkara: 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel) 

2. Apakah dasar pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan 

hukum di Indonesia? (Penetapan dengan nomor perkara: 

71/Pdt.P/2017/PN Bla) 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

diadakan dengan tujuan sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah hukum yang dapat 

ditempuh bagi calon pasangan suami istri yang memiliki perbedaan 

agama agar dapat melangsungkan perkawinan di Indonesia disertai 

dengan contoh kasus yang ditemukan pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan, penetapan dengan nomor perkara: 

1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim 

dalam mengabulkan atau menolak penetapan atas permohonan izin 

perkawinan beda agama berkaitan dengan ketentuan hukum yang 

berlaku di Indonesia disertai dengan contoh kasus yang ditemukan 

pada Pengadilan Negeri Blora, penetapan dengan nomor perkara: 

71/Pdt.P/2017/PN Bla. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum 

perdata khususnya hukum tentang perkawinan. 

2. Manfaat Praktis  

Disamping manfaat secara teoritis, penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, membantu 

dan berguna secara praktis bagi lembaga pembuat kebijakan, 

praktisi hukum dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam 
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bidang hukum perkawinan, sebagai upaya pengembangan 

kemampuan serta pengetahuan hukum bagi penulis dan sebagai 

bahan informasi bagi pihak yang memerlukan atau pihak yang 

berminat pada masalah yang sama dengan bahan penelitian ini 

khususnya mahasiswa. 

1.5  Sistematika Penulisan 

   Adapun penulisan skripsi ini akan disajikan berdasarkan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I           PENDAHULUAN 

Pada Bab I penulis membahas latar belakang dan pokok permasalahan 

sebagai dasar penelitian. Bab ini juga membahas mengenai tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian yang dipakai, definisi-definisi yang 

dianggap penting, dan juga sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II         TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab II penulis menguraikan beberapa yang menjadi acuan dalam 

penulisan tinjauan pustaka dengan uraian mengungkapkan tinjauan teoritis 

dan tinjauan konseptual tentang perkawinan yang didalamnya menguraikan 

pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, persyaratan perkawinan, larangan 

perkawinan, putusnya perkawinan dan perkawinan beda agama. 

BAB III        METODE PENELITIAN 

Pada Bab III penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan dalam melakukan penelitian untuk penulisan skripsi ini, termasuk 

sumber data dan bahan hukum. 
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BAB IV        HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Pada Bab IV penulis menguraikan penelitian dan analisa atas rumusan 

masalah yang dikemukakan penulis pada Bab I. Adapun analisa dan 

pembahasan yang akan diuraikan adalah langkah hukum yang dapat 

ditempuh bagi calon pasangan suami istri yang memiliki perbedaan agama 

agar dapat melangsungkan perkawinan di Indonesia serta dasar pertimbangan 

hakim dalam mengabulkan atau menolak penetapan atas permohonan izin 

perkawinan beda agama berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku di 

Indonesia. 

BAB V         KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V merupakan Bab terakhir pada skripsi ini yang didalamnya berisi 

kesimpulan yang perumusannya diambil dari apa yang telah diuraikan mulai 

dari Bab I sampai dengan Bab terakhir dari masalah-masalah yang terdapat 

dalam skripsi ini serta saran dari penulis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


